
 

 

 

 

 

 

RANCANGAN 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR           TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 

TAHUN 2015 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :   bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015, 

dan untuk menyempurnakan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota, perlu menetapkan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 

2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5246); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 01 Tahun 2010; 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2015 

TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI 

DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL 

WALIKOTA. 
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  Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota, diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

“Pasal 21 

(1) KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan 

Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan 

lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 

(satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. 

(2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. kotak suara; 

b. Surat Suara;  

c. tinta;  

d. bilik Pemungutan Suara; 

e. segel;  

f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan 

g. TPS. 

(3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. sampul kertas; 

b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan 

Saksi; 

c. karet pengikat Surat Suara; 

d. lem/perekat; 

e. kantong plastik; 

f. ballpoint; 

g. gembok; 

h. spidol; 

i. formulir dan sertifikat; 
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j. stiker nomor kotak suara; 

k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; 

l. alat bantu tuna netra;  

m. daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan biodata 

Pasangan Calon; dan 

n. salinan DPT dan DPTb-1. 

(4) Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan 

dan Penghitungan Suara, dukungan perlengkapan 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3), sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling 

lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan 

Suara.  

(5) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS 

bertanggung jawab terhadap keamanan 

perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 

di TPS. 

(6) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf 

c, huruf e dan huruf f, dan dukungan perlengkapan 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf 

i, huruf k, huruf l kecuali Daftar Pemilih, dan huruf 

m dimasukkan ke dalam kotak suara.” 

 

2. Di antara angka 1 dan angka 2 huruf c ayat (3) Pasal 27 

disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 1.a, 1.b, dan 1.c 

yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 27 

(1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota 

KPPS mengenai: 

a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan 

Penghitungan Suara di TPS; 

b. pembagian tugas Anggota KPPS. 

(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum 

hari Pemungutan Suara. 

(3) Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: 
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a. Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama 

mempunyai tugas memimpin rapat 

Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan 

memberikan penjelasan mengenai tata cara 

pemberian suara; 

b. Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga 

mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di 

meja Ketua, yaitu menyiapkan berita acara 

beserta lampirannya dan memisahkan surat 

pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin 

dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua 

KPPS; 

c. Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, 

bertempat di dekat pintu masuk TPS, 

mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan 

masuk ke dalam TPS, dengan cara: 

1. memeriksa kesesuaian antara nama 

Pemilih dalam formulir Model C6-KWK 

dengan nama Pemilih yang tercantum 

dalam salinan DPT dan DPTb-1, formulir 

Model A.5-KWK dengan salinan DPPh, dan 

memberi tanda pada kolom nomor urut 

Pemilih dalam salinan DPT, DPTb-1 atau 

DPPh; 

1.a  meminta kepada petugas ketertiban TPS 

untuk mengarahkan Pemilih yang tidak 

membawa formulir Model C6-KWK untuk 

memastikan namanya tercantum dalam 

Daftar Pemilih; 

1.b dalam hal terdapat keraguan terhadap 

formulir Model C6-KWK yang diserahkan 

oleh Pemilih atau keraguan terhadap 

Pemilih yang tidak membawa formulir 

Model C6-KWK, anggota KPPS keempat 

atau anggota KPPS kelima meminta 

Pemilih dimaksud menunjukkan 

KTP/identitas lainnya; 
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1.c anggota KPPS keempat atau anggota KPPS 

kelima meneliti Pemilih sebagaimana 

dimaksud pada angka 1.a dalam Daftar 

Pemilih;  

2.  memeriksa kesesuaian antara formulir 

Model A.5-KWK dengan Kartu Tanda 

Penduduk, Kartu Keluarga atau Identitas 

Lain bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat 

melapor kepada PPS tujuan; 

3.  menuliskan nomor urut kedatangan 

Pemilih pada formulir Model C6-KWK dan 

formulir Model A.5-KWK, dan mencatat 

nama Pemilih dalam daftar hadir dengan 

menggunakan formulir Model C7-KWK; 

4.  memeriksa tanda khusus berupa tinta 

pada jari-jari tangan Pemilih; 

5.  mencatat identitas Pemilih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang 

terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, 

Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain, 

ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK; 

6.  memeriksa dan mencocokkan nama 

Pemilih sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 dalam DPT atau DPTb-1; 

7.  mencatat penggunaan hak pilih 

penyandang disabilitas pada formulir 

Model C7-KWK dengan berpedoman pada 

salinan DPT atau DPTb-1 atau DPTb-2 

atau DPPh; 

8.  dalam hal Pemilih penyandang disabilitas 

belum terdaftar dalam daftar Pemilih 

sebagaimana dimaksud pada angka 7, 

petugas melengkapi pada kolom 

keterangan daftar hadir formulir Model C7-

KWK. 

d.  Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat 

kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang 
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akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak 

suara; 

e.  Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat 

pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur 

Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan 

tanda khusus berupa tinta di salah satu jari 

Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang 

bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. 

(4) Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari 

Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah 

satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS. 

(5)  Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada 

hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota 

KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas 

masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua 

KPPS. 

(6)  KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS 

yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban 

dan keamanan di TPS. 

(7)  Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban 

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berada di 

depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar 

TPS.” 

 

3. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 30 disisipkan 1 (satu)  

ayat, yakni ayat (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 30 

(1)  Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara 

pada hari Pemungutan Suara. 

(2)  Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 waktu 

setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(3). 

(3)  Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara 

dilarang mengenakan atau membawa atribut yang 

memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan 

simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa 
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surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan 

Calon/tim kampanye. 

(4)  Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan 

Calon. 

(4a) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 

dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) Saksi. 

(5)  Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat 

Pemungutan Suara ditunda sampai dengan 

kehadiran Saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga 

puluh) menit. 

(6)  Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Saksi atau 

Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara 

dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara. 

(7)  Saksi yang hadir berhak menerima: 

a.  salinan DPT; 

b.  salinan DPTb-1; dan 

c.  salinan berita acara dan salinan sertifikat serta 

lampiran hasil Penghitungan Suara.” 

 

Pasal II 

Peraturan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan KPU ini dengan penempatannya dalam Berita 

Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

HUSNI KAMIL MANIK 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 

 

DIREKTORAT JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR  RANCANGAN U
JI 

PUBLI
K


